SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PELAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk mendukung proses penyelenggaraan

tugas-tugas pengelolaan dan pelayanan informasi serta
dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama dan Pelaksana, perlu
disusun Standar Operasional Prosedur (SOP);

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan

Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman
Pengelolaan  Pelayanan  Informasi Publik dan
Dokumentasi, uraian SOP PPID dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Gubernur tentang SOP;

- bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Sekretaris Daerah tentang Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama dan Pelaksana;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



Menetapkan

KESATU

KEDUA

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentano

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

=]

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
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. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
DAN PELAYANAN INFORMASI MELALUI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DAN PELAKSANA.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Melalui Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana pada
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Sekretaris Daerah ini.

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Melalui Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana pada
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi
acuan bagi setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi publik.



KETIGA

Tembusan:

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAT KHUSUS
./ IBUKOTAJAKARTA, /

) )

NIP 196511271996031003

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



LAMPIRAN
KEPUTUSAN  SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

UTAMA DAN PELAKSANA

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permintaan Informasi PPID Utama

Nomor SOP
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS | Tanggal
IBUKOTA JAKARTA yombuatan
anggal
Revisi
Tanggal
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN Pengesahan _
DOKUMENTASI Disahkan : | Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | oleh
Nama SOP : | Pengelolaan Permintaan Informasi PPID Utama

Dasar Hukum:
1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang

Kualifikasi Pelaksana:
1. Memahami Peraturan Gubernur Daerah Khusus [bukota Jakarta Nomor 40
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan 3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama 4. Memiliki latar belakang pendidikan yvang mendukung kegiatan pengelolaan dan
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pelayanan informasi publik
Keterkaitan; Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat masuk 1. Formulir permohonan informasi
2. SOP Surat Keluar 2. Berkas kelengkapan permohonan informasi
3. Surat elektronik
4. Daftar Informasi Publik (DIP)
5. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)

Peringatan:
Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan Informasi
Publik

Pencatatan dan Pendataan:
1. Dokumen kegiatan
2. Surat jawaban permohonan informasi publik
3. Tanda terima
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMINTAAN INFORMASI PPID UTAMA

Mutu Baku

No Aktivitas IR Keterangan
PPID Utama PPID Pelaksana | Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output TARER:
1 |Menerima permohonan informasi 1. Formulir Permohonan 10 Menit |Tanda Terima Bukti Permohonan |Terkait dengan SOP Surat Masuk

publik

Informasi
2. Berkas Kelengkapan
Permohonan Informasi

Informasi Publik

2 |Mempverifikasi berkas kelengkapan Tanda Terima Bukti 10 Menit |Jika tidak lengkap: Dokumen Kelengkapan Permohonan:
Permchonan Informasi Publik. Permohonan Informasi Publik| Form Checklist 1. Fotocopy KTP (Perorangan)/KTP Pimpinan
Mengembalikan kepada pemohon Organisasi
informasi jika dokumen permohong X Jika lengkap: 2. Akta Notaris/SK Organisasi/SK Kemenkumham
informasi tidak lengkap 1. Tanda Terima Bukti Permohona3. Surat Kuasa dan KTP pemberi kuasa (Kelompok
’_< Informasi Publik Orang)
T 2. Surat permohonan informasi  |*] Menggunakan Form Checklist Kelengkapan Doku
kepada Perangkat Daerah/Unit  |di 31 PPID
Kerja Perangkat Daerah *] Apabila berkas Permohonan Informasi Publik leng
maka dapat ditindaklanjuti
3 [Mengirimkan surat/pemberitahuar Form Checklist 30 Menit |Surat/ Pemberitahuan kelengkapd*) Apabila berkas Permohonan Informasi Publik tida
kepada Pemohon untuk melengkag berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID Utama mengirimkan surat/
berkas permohonan informasi pemberitahuan kepada Pemohon untuk melengkapi
berkas paling lambat 3 hari kerja.
Dalam hal udak dilengkapi pada batas waltu vang
diberikan, maka permohonan informasi dianggap ba
4 |Mengordinasikan bahan jawaban 1. Tanda Terima Bukti 3 Hari [1. Tanda Terima Bukti Permohond
permohonan data dan/atau inform Permohonan Informasi Publik Informasi Publik
vang diperlukan dengan PPID 2 2, Surat permohonan informa 2. Surat permohonan informasi
Pelaksana kepada Perangkat Daerah/Un kepada Perangkat Daerah/Unit
Kerja Perangkat Daerah Kerja Perangkat Daerah
5 |Mengumpulkan/menghimpun datg 1. Tanda Terima Bukti 4 Hari |1. Daftar Informasi Publik
dan/atau informasi terkait bahan Permohonan Informasi Publik 2. Informasi dan/atau dekumen
Jawaban permohonan informasi 2. Surat permohonan informa pendukung
publik - kepada Perangkat Daerah/Un
Kerja Perangkat Daerah
6 |Membuat Surat Jawaban 1. 8K Dalftar Informasi Publik| 1 Hari |1. Informasi dan/atau dokumen
Permohonan Informasi Publdan dan SK Daftar Informasi yang pendukung
menyampaikannya kepada Pemohd Dikecualikan 2. Surat Jawaban Permohonan
Informasi Publik v 2. Informasi dan/atau dokum Informasi Publik
pendukung
3. Konsep Surat Jawaban
Permohonan Informasi Publik
7 |Mengunggah surat jawaban 1. Informasi dan/atau dokumt 30 Menit | 1. Surat Jawaban Permohonan  |Terkait dengan SOP Surat Keluar

permohonan informasi untuk
disampaikan kepada Pemohon
Informasi Publik dan mengarsipkay
pada Sistem Informasi PPID

pendukung
2. Surat Jawaban Permohong
Informasi Publik

Informasi Publik
2. Tanda Terima/Bukti Pengirima
Surat Jawaban




Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permintaan Informasi PPID Pelaksana Perangkat Daerah

Nomor SOP :
1\_“—__:'_':’:::::'!,"_,4‘ Tanggal :
F%U{YA” PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS | -~
L gt ~ i IBUKOTA JAKARTA Tanggal :
I el | Revisi
Tanggal :
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN Pengesahan
DOKUMENTASI Disahkan : | Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
& oleh
= PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nama SOP : | Pengelolaan Permintaan Informasi PPID Pelaksana Perangkat
Daerah

Dasar Hukum:

1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi
Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi publik

gt ol

Keterkaitan:

1. SOP Surat masuk
2. SOP Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan:

Formulir permohonan informasi

Berkas kelengkapan permohonan informasi
Surat elektronik

Daftar Informasi Publik (DIP)

Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)

G =

Peringatan:

Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan Informasi

Publik

Pencatatan dan Pendataan:
1.  Dokumen kegiatan
2.  Surat jawaban permchonan informasi publik
3. Tanda terima
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_STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMINTAAN INFORMASI PPID PELAKASANA PERANGKAT DAERAH

No

Pelaksana

Mutu Baku

Aktivitas

PPID Utama PPID Pelaksana P

Persyaratan/ Kelengkapaj

Waktu

Qutput

Keterangan |

Menerima permohonan permohons
informasi publik

(]

1. Formulir Permolionan
Informasi

2. Berkas Kelengkapan
Permohonan Informasi

10 Menit

Tanda Tenima Bukti
Permohonan Informasi Publik

Terkait dengan SOP Surat Masuk

Memverilikasi berkas kelengkapan
Permohonan Informasi Publik,
Mengembalikan kepada pemohon
informasi jika dokumen permohon
informasi tidak lengkap

Tanda Terima Bukti
Permohonan Informasi Publik

10 Menit

Jika tidak lengkap:
Form Checklist

Jika lengkap:
Tanda Terima Bukti
Permohonan Informasi Publik

Dokumen Kelengkapan Permohonan:

l. Fotocopy KTP (Perorangan)/ KTP Pimpinan
Organisasi

2. Akta Notaris/SK Organisasi/SK
Kemenkunmham

3. Surat Kuasa dan KTP pemberi kuasa
(Kelompok Orang)

) Menggunakan Form Checklist Kelengkapanr
Dokumen i 81 PPID

Y1 Apabila berkas Permohonan Informasi Pub)
lengkap maka dapat ditindaklanjuti

Mengirimkan surat/pemberitahuan
kepada Pemohon untuk melengkay
berkas permohonan informasi

Form Checllist

30 Menit

Surat / Pemberitahuan
kelengkapan berkas
permohonan informasi

*) Apabila berkas Permohonan Informasi Publ
tidak lengkap, maka PPID Utama mengirimk:
surat/pemberitahuan kepada Pemohon untu
melengkapi berkas paling lambat 3 hari kerje

Dalam hal tidak dilengkapi pada batas wakn
vang diberikan, maka permohonan informasi
dianggap batal

Menyvusun konsep Surat Jawaban
Permohonan Informasi tiik seria
kelengkapan lampiran data dan fat
informasivang sudah disetujui oleh)
Atasan PPID PD

Tanda Terima Bukti
Permohonan Informasi Publik

4 Hari

1. Informasi dan/atau dolkum
pendukung

2. Konsep Surat Jawaban
Permohonan Informasi Publik

(4]

Melakukan verifikasi dan validasi
kesesuaian rancangan Surat Jawa
Permohaonan Informasi Publik
terhadap:

= kelengkapan data dan atau
informasi vang dimohon

- Kesuaian klasifikasi Informasi Pu
berdasarkan regulasi Keterbukaan
Informasi Publik

1. Informasi dan/atau dokum
pendukung

2. Konsep Surat Jawaban
Permohonan Informasi Publik

2 Hari

1. Informasi dan/atau dokum
pendukung

2. Konscp Surat Jawaban
Permohonan Informasi Publik
vang telah terverifikasi

Menandatangani dokumen rancang
Surat Jawaban Permohonan
Informasi publik

L. Informasi dan/atau dokum
pendukung

2. Konsep Surat Jawaban
Permohonan Informasi Publik
vang telah terverifikasi

I Hari

1. Informasi dan /atau dokum
pendukung

2. Surat Jawaban Permohona
Informasi Publik

~

Mengunggah surat jawaban
permohonan informasi untuk
disampaikan kepada Pemohon
Informasi Publik dan mengarsipkar
pada Sistem Informasi PPID

1. Informasi dan/atau dokun
pendukung

2. Surat Jawaban Permohona
Informasi Publik

1 Han

1. Surat Jawaban Permohona
Informasi Publik

2. Tanda Terima/Bukt
Pengiriman Surat Jawaban

Terkait dengan SOP Surat Keluar




Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permintaan Informasi PPID Pelaksana Unit Kerja Perangkat Daerah

Nomor SOP :
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS |j2neeal -
IBUKOTA JAKARTA Tanggal :
Revisi
Tanggal y
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN Pengesahan
DOKUMENTASI Disahkan : | Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
oleh
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nama SOP : | Pengelolaan Permintaan Informasi PPID Pelaksana Unit Kerja
Perangkat Daerah

Dasar Hukum:

1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan

Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

N

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami Peraturan Gubernur Dacrah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi
Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi publik

e

Keterkaitan:
1. SOP Surat masuk
2. SOP Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan:

Formulir permohonan informasi

Berkas kelengkapan permohonan informasi
Surat elektronik

Daftar Informasi Publik (DIP)

Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)

I AN

Peringatan:
Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan Informasi
Publik

Pencatatan dan Pendataan:
1. Dokumen kegiatan
2. Surat jawaban permohonan informasi publik
3. Tanda terima
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMINTAAN INFORMASI PPID PELAKSANA UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

Polaksana Mutu Baku
- R PPID Utama | PPID Pelaksana PPPPID Pelaksana UKPD Persyaratan/ Kelengkapas Waktu Output Hoterangen |
1 |Menerima permohonan permohona 1. Formulir Permohonan 10 Menit| Tanda Terima Bukii Terkait dengan SOP Surat Masuk
informasi publik Informasi Permohonan Informasi Publilk
2. Berkas Relengkapan
' Permohonan Informasi
2 |Memverifikasi berkas kelenghapan Tanda Terima Bulkti 10 MenitlJika tidak lengkap: Dokumen Kelengkapan Permohonan:
Permohonan Infermasi Publik, Permohonan Informasi Pablik Farm Checklist 1. Fetecopy KTP (Perorangan)/ KTF Pimpinan
Mengembalikan kepada pemohon Organisasi
nformasi jika dokumen permohony Jdika lenphkap: 2. Akta Notaris/SK Organisasi/ SK Kemenkun,
nformast tidak lengkap Tanda Terima Buk 3. Surat Kuasa dan KTP pember kuasa
Permohonan Informasi Publik|(Kelompok (rang|
*| Menggunakan Form Checklist Kelengkapan
! Dokumen di 51 PP1ID
*| Apabila berkas Permohonan Informast Puhli
T lengkap maka dapnt ditindakianjun |
*) Apahila berkas Permohonan [nformasi Publi
ridak lenglap. maka PPID Utama mengirim ki
surat/ pemberitahuan kepada Pemeohon uniua q
melenghapi berkas paling lambat 3 hari kerja
Mengirimbkan surat/pemberitahunr Form Cheeklist 30 Menit|3urat [ Pemberitahuan ) Apabila berkas Permohonan Informasi Pul
kepada Pemahon untuk melengkarp kelengkapan berkas tidak lengkap, maka PPID Utama mengicimk J
berkas permohonan informasi permohonan informasi surat/ pemberitaliian kepada Pemohon untuk
melengkapi berkas paling lambat 3 hani kerja,
Dadam hal tidak dilengkapt pada batas wakiu |
diberikan, maka permohonan informasi diangy
hatal
1 |Menyusun konsep Surat Jawaban Tanda Terima Bukri 4 Hard | 1. Informasi dan /atau dakun
Permohonan informasi publserta Permohanan Informasi Pablik pendukung
kelenghkapan lampiran data dan at; ,— 2 Konsep Surat Jawahan
informasi yag sudah disetujui oleh Permohonan Informasi Publik
Atasan PPID UKPD
|
e |
4 [Melakukan verifikasi rancanpan Su | 1 Informasi dan/atau dokun] | Han |1, Informasi dan/atau dokung |
Jawaban Permaohonan informasi & pridukung pendukung |
puhlik 2. Konsep Surat Jawaban 2. Konsep Surat Jawaban
Permohonan Informasi Pulilik Permohonan Informas: Publik |
* terverifikasi
5 [Melakukan validasi kesesuaian L. Informasi dan fatau doken] 2 Hari |1 Informasi dan/atan dokum |
rancangan Surat Jawaban pendukung pendukung |
Permohonan Informasi Publik 2. Konsep Surat Jawaban 2. Konsep Surat Jawaban
terhadap: Permohonan Informas: Publik Permohonan nformasi Publik
= Kelengkapan data dan atan 1 terverifikasi vang telah tervalidasy
mlormasi vang dimoehon
- Kesuaian klas 1 Informasi Puj
berdasarkan regulasi Kererbukaan ¥
Intormasi Pullik
6 [Menandatangani dokumen rancany 1. Informasi dan /atau dokum I Hari | L. Informasi dan/atau dokum
w1 Permohoman pendukung pendukung
| Informasi publik 2. Konsep Surat Jawaban 2. Surat Jawaban Permohona
| :l Permohonan Informasi Publik Informasi Publik
vang telah tervalidasy |
|
7 [Mengunggih surat ja i 1. Informasi danfatau dokum| 1 Hari |1, Surat J; ban Permohenaf Terkait dengan S0P Surat keluar
permohonan infurmasi untuk pendukung Informasi Publik
| disampaikan kepada Pemolion @ 2 Surat Jawaban Permohona 2, Tanda Terima/Bukii
Informasi dan mengarsipkan pada Informast Publik Pengiriman Surat Jawaban
Sistem Informasi PPID
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Standar Operasional Prrosedur Pengelolaan Keberatan Informasi

Nomor SOP £
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS | Tanggal :
Pembuatan
_ IBUKOTA JAKARTA S :
: & Revisi
| ¥ Tanggal -
ME PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN Pengonsdinn
s ﬁ"" R DOKUMENTASI Disahkan : | Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA oleh
Nama SOP Pengelolaan Keberatan Informasi

Dasar Hukum:

1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

Kualifikasi Pelaksana:
1. Memahami Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40

Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi

el oo

Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan

pelayanan informasi publik

Keterkaitan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan:

b =k =

Formulir keberatan Publik

Surat keberatan Informasi Publik
Daftar Informasi Publik (DIP)
Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)

Peringatan:

Pelanggaran terhadap SOP dapat berpotensi menimbulkan Sengketa Informasi Publik

Pencatatan dan Pendataan:
1. Dokumen kegiatan
2. Surat tanggapan keberatan informasi
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI

Mutu Baku
No i
fivites Ut::::? lt:ell):lifana Utam:f Il’lt::laksana Fexiyaratan Relsughapen | Wakty Sutpat PR
1 |Menerima keberatan informasi d4 1. Formulir Keberatan Informasi |30 Menit| Disposisi Terkait dengan SOP Surat
memerintahkan PPID Utama/ Publik Masuk
Pelaksana untuk menindaklanjut 2. Surat Keberatan Informasi Publi
permohonan keberatan ( ) 3. Tanda Terima Bukti Keberatan
Informasi Publik
2 |Menyusun konsep Surat tanggap Disposisi 10 Hari|l. Konsep Surat Tanggapan Kebera
keberatan informasi dan Informasi
menyiapkan data dukung 2. Informasi dan/atau Dokumen
v Pendukung
> 3. Daftar Informasi Publik (DIP)
4. Daftar Informasi Dikecualikan (O
3 |Memeriksa konsep Surat 1. Konsep Surat Tanggapan 2 Hari |1. Surat Tanggapan Keberatan Jika setuju, menandatangs
Tanggapan Keberatan Informasi Keberatan Informasi Informasi dan menyerahkan kepada
2. Informasi dan/atau Dokumen 2. Informasi dan/atau Dokumen [PPID Utama / Pelaksana.
T Pendukung Pendukung Jika tidak setuju,
3. Daftar Informasi Publik (DIP) mengembalikan kepada
4. Daftar Informasi Dikecualikan PPID Utama / Pelaksana
L (DIK) untuk diperbaiki.
4 |PPID menyampaikan Surat Surat Tanggapan Keberatan 1 Hari |1.Surat Tanggapan Keberatan Terkait dengan SOP Surat

Tanggapan Keberatan Informasi
kepada pemohon dan melakukan
Pengarsipan

Informasi

Informasi
2.Tanda Terima/Bukti Pengiriman
Surat Tanggapan Keberatan Inform

Keluar dan SOP Arsip
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Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi

L=

PRI
‘]JAYA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

oo

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

Bl PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor SOP :

Tanggal ;
Pembuatan

Tanggal 3
Revisi

Tanggal 3
Pengesahan

Disahkan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

oleh

Nama SOP

Pengujian Konsekuensi

Dasar Hukum:

1.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami Peraturan Gubernur Daerah Khusus [bukota Jakarta Nomor 40
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Dokumentasi
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan 3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama 4. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pelayanan informasi publik
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat masuk 1. Hasil kajian informasi
2. S0P Surat Keluar 2. Surat/nota dinas
3. Daftar Informasi Publik (DIP)
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan Informasi

Publik

1. Dokumen kegiatan
2. Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas IL Keterangan
Atasan PPID PPID Utama | PPID Pelaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output
1 |Melakukan kajian informasi/ 1. Informasi/Dokumen 10 Hari|Hasil Kajian Informasi/DokuniBerkait dengan SOP

dokumen

C

2. Daftar Informasi Publik (DI
3. Daftar Informasi Dikecualik
(DIK) tahun sebelumnya

Penetapan dan
Pemutakhiran DIP

¢ MenitUsulan Informasi/Dokumen

2 |Mengusulkan hasil kajian y Hasil Kajian Informasi/Doku
informasi/dokumen untuk diuji rT yang Diuji Konsekuensi
konsekuensi
3 |Melakukan uji konsekuensi bersaf Usulan Informasi/Dokumen 2 Hari |1. Nota Dinas Uji konsekuensi
sama dengan PPID Pelaksana dan v vang Diuji Konsekuensi 2. Berita Acara Hasil Pengujia)dilakukan berdasarkan
Tim Pertimbangan terhadap usular > Konsckuensi Dasar hukum
hasil kajian Informasi PPID Pelakse Pengecualian Informasi
Publik
4 |Memberikan persetujuan terhadap 1. Nota Dinas 2 Hari |1. Disposisi
berita acara hasil pengujian ! 2. Berita Acara Hasil Pengujia 2. Berita Acara Klasifikasi
konsekuensi dan menugaskan PPIL| T Konsekuensi Informasi
untuk menindaklanjuti sesuai den
peraturan perundang-undangan v
5 |Menetapkan Daftar Informasi yang v 1. Disposisi 3 Hari |Surat Keputusan tentang
Dikecualikan sesual berita acara h 2. Berita Acara Klasifikasi Klasifikasi Informasi yang
pengujian konsekuensi Informasi Dikecualikan
6 |Mendokumentasikan dan Surat Keputusan tentang 30 Menit|Surat Keputusan tentang Terkait dengan SOP

menyampaikan Surat Keputusan
tentang Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan kepada PPID Pelaksa

Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan

Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan

Arsip

Surat Keluar dan SOP
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Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik PPID Utama

“’JAY}}/\E!_‘A\YA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
- : IBUKOTA JAKARTA

2 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor SOP

as [as

Tanggal
Pembuatan

Tanggal :
Revisi

Tanggal :
Pengesahan

Disahkan : | Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
oleh

Nama SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik PPID

Utama

Dasar Hukum:

1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi
Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan
pelayanan infoermasi publik

o o

Keterkaitan:
1. SOP Surat masuk

Peralatan/Perlengkapan:
1. SK Daftar Informasi Publik PD/UKPD
2. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)
3. Surat elektronik

Peringatan:
Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan Informasi
Publik

Pencatatan dan Pendataan:
1. Dokumen kegiatan
2. Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik
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~ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID UTAMA

Pelaksana

Mutu Baku

. AR Ats;;;::lml;PID PPID Utama Persyaratan/ KelengkaanWaktu Output Keterangan
1 |Menerima SK Daftar Informasi Pub)| SK Daftar Informasi Publij 30 Menit | 1. SK Daftar Informasi PubTerkait dengan SOP Surat Masu
dari PPID Pelaksana ( ) PD/UKPD PD/UKPD
2. Tanda Terima
2 |Menghimpun SK Daftar Informasi i 1. SK Daftar Informasi Pulf 4 Hari |Rekapitulasi SK Daftar
Publik dari PPID Pelaksana PD/UKPD Informasi Publik PD/UKPL
2. Tanda Terima
3 |Menyusun dan mengklasifikasi usy 1. Rekapitulasi SK Daftar 10 hari |1. Nota Dinas
Daftar Informasi Publik PPID Utam Informasi Publik PD/UKPL 2. Daftar Informasi Publik
dan menyampaikan hasilnya kepad " 2.8K Daftar Informasi Pub PPID Utama
Atasan PPID (DIP) PPID Utama tahun
sebelumnya
1 3. Daftar Informasi
Dikecualikan (DIK)
4 |Memberikan persetujuan terhadap 1. Nota Dinas 1 Hari (1. Disposisi
usulan Daftar Informasi Publik PPI il 2. Daftar Informasi Publiig 2. Daftar Informasi Publik
Utama dan memerintahkan PPID \T PPID Utama PPID Utama yang disetuju
Utama untuk menindaklanjuti sesy
dengan peraturan perundang- /
undangan Y
6 |Menetapkan Daftar Informasi Publi 1. Disposisi 1 Hari |Surat Keputusan tentang
PPID Utama . 2. Daftar Informasi Publik Daftar Informasi Publik
yvang disetujui PPID Utama
6 |Mendokumentasikan Surat Surat Keputusan tentang | 30 Menit [Surat Keputusan tentang |Terkait dengan SOP Arsip
Keputusan tentang Daftar Informag 4 Daftar Informasi Publik Daftar Informasi Publik
Publik PPID Utama ( ) PPID Utama PPID Utama
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Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana

Nomor SOP :
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS | faneeal
IBUKOTA JAKARTA Tanggal :
Revisi
Tanggal 3
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN Pengesahan
DOKUMENTASI Disahkan : | Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
oleh
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  [yama sop :| Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik PPID
Pelaksana

Dasar Hukum:

1.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Kualifikasi Pelaksana:
1. Memahami Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan 3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dekumentasi Utama 4. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pelayanan informasi publik
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Keluar 1. Datftar Informasi Publik (DIP)
2. Daftar Informasi Dikecualikan (DIL)
3. Surat elektronik
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan Informasi

Publik

1. Dokumen kegiatan
2. Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA

Pelaksana (PD/UKPD) Mutu Baku ,
Re Akvibes A;ij::szzlan PPID Pelaksana Unll::D!f;?{;Dpada Persyaratan / KelengkapaiWaktu Output Heterangan
1 [Menghimpun dan menyusun Daftar Informasi 10 hari|1. Usulan Daftar Informas
informasi publik dari unit kerja di Publik
bawah kewenangannya 2. SK Daftar Informasi
( ) Publik (DIP) tahun
sebelumnya
3. SK Daftar Informasi
Dikecualikan (DIK)
2 |Melakukan telaah dan klasifikasi 1. Usulan Daftar Informasi 4 Hari |1. Nota Dinas
usulan Daftar Informasi Publik dar I Publik 2. Daftar Informasi Publik
menyampaikan hasilnya kepada 2. SK Daftar Informasi
Atasan PPID Publik (DIP) tahun
T sebelumnya
3. SK Daftar Informasi
Dikecualikan (DIK)
3 |Memberikan persetujuan terhadap + 1. Nota Dinas 1 Hari | 1. Disposisi
Daftar Informasi Publik dan 2. Daftar Informasi Publik 2. Daftar Informasi Publik
memerintahkan PPID Pelaksana \T yang disetujui
untuk menindaklanjuti sesuai deng
peraturan perundang-undangan 3
5 |Menetapkan Daftar Informasi Publik 1. Disposisi 1 Hari |Surat Keputusan tentang
2. Daftar Informasi Publik Daftar Informasi Publik
yang disetujui
6 |Mendokumentasikan dan Surat Keputusan tentang |30 Menit|Surat Keputusan tentang [Terkait dengan SOP Surat Kelua
menyampaikan Surat Keputusan ’ Daftar Informasi Publik Daftar Informasi Publik  |dan SOP Arsip '
tentang Daftar Informasi Publik [ )
kepada PPID Utama
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Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik

Nomor SOP X
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS | Tanggal :
‘m Pembuatan

B IBUKOTA JAKARTA Pombua :

4 Revisi

t‘i? Tanggal :

% PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN o

= DOKUMENTASI Disahkan : | Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA oleh

Nama SOP : | Pendokumentasian Informasi Publik

Dasar Hukum:

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Kualifikasi Pelaksana:
1. Memahami Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Dokumentasi
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan 3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama 4. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pelayanan informasi publik
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
3. Dalftar Informasi Publik (DIP)
4. Dokumen pendukung
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelavanan Informasi

Publik

1. Dokumen kegiatan
2. Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik
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~ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Keterangan
ama elaksana | Persyaratan/ Kelengka aktu utpu
PPID Ut PPID Pelak Persyaratan/ Kel gkau‘Wkt Output
1 |[Menghimpun dokumen 1. SK Daftar Informasi Pulf 7 Hari |Dokumen Informasi
pendukung SK Daftar Informj ( ) 2. Dokumen Pendukung Publik
Publik (DIP)
2 |Menginput dokumen v Dokumen Informasi Publik 2 Hari |Data Informasi Publik
pendukung SK Daftar Informj
Publik (DIP) ke dalam Sistem <
Informasi PPID
3 |Melakukan verifikasi terhadaj Data Informasi Publik 1 Hari |Data informasi Publik | 1. Kesesuaian klasifikasi
kelengkapan dan kesesuaian i} Terverifikasi Informasi Publik
dokumen/informasi yang \T berdasarkan regulasi
diinput / Keterbukaan Informasi
Publik
L 2. Verifikasi untuk setiap
PD/UKPD
Data informasi Publik 1 Hari Terkait dengan SOP Arsij

Mempublikasikan dokumen
Informasi Publik

Terverifikasi
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Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Sengketa Informasi

JAYA RAYA

|

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor SOP

s [ee

Tanggal
Pembuatan

Tanggal H
Revisi

Tanggal i
Pengesahan

Disahkan :| Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

oleh

Nama SOP

Fasilitasi Sengketa Informasi

Dasar Hukum:
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

1

Kualifikasi Pelaksana:
1. Memahami Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan

2. Peraturan Gubernur Dacrah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Dokumentasi
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan 3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama 4. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pelayanan informasi publik
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Surat undangan sidang ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa Informasi
Publik
2. Surat Kuasa
3. Daftar Informasi Publik (DIP)
4. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Pelanggaran terhadap SOP dapat berpengaruh pada hasil Putusan Majelis Komisioner Komisi
Informasi Provinsi DKI Jakarta

1. Dokumen kegiatan
2. Putusan sidang
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Pelaksana

Mutu Baku
Ne Basipra Ut:::;l;zii::an: Utam:r;“flaksana Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ferssngan
1 |Menerima surat undangan Sural undangan sidang ajudil 15 Menit | Disposisi Terkait dengan SOP Surat
sidang ajudikasi nonlitigasi dj C “/\ nonlitigasi penvelesaian Masuk
Komisi Informasi Provinsi DK sengketa Informasi Publik
Jakarta
2 |Menyusun konsep kronologis Disposisi 3 Hari 1. Konsep Mota Dinas
materi sidang ajudikasi kronologis materi sidang]
nonlitigasi, rancangan Surat ajudikasi nonlitigasi
Kuasa dan menyiapkan data J, 2. Rancangan Surat Kua)
dukung 3. Daftar Informasi Fubl
[ (2IP)
4. Daftar Informasi
Dikecualikan (ID1K)
5. Informasi dan/atau
Dokumen Pendukung
3 |Memeriksa konsep kronologis 1. Konsep Nota Dinas kronolo, 1 Hari 1. Surat Kuasa Jika setuju, menandatangan
materi sidang ajudilkasi materi sidang 2. Kronelogis Permohongdan menyerahkan kepada
nonlitigasi dan konsep Surat y 2. Konsep Surat Kuasa Informasi Publik dan dajPPID Utama / Pelaksana. Ji
Kuasa untuk menghadiri sida T 3. Daftar Informasi Publik (D1 cdulkung. tickak setuju, mengembalika
4. Daftar Informasi Dikecualil kepada PPID Utama [/
v (DIK) Pelaksana untuk diperbaiki
5. Informasi dan fatau Dolouy
Pendukung
4 |Menghadiri sidang ajudikasi 1. Surat Kuasa - Putusan sidang ajudikay - Sidang ajudikasi nonlitigas
nonlitigasi penyelesaian 2. Kronologis Permohonan nonlitigasi penyelesaian | PPID Pelaksana dapean |
sengketa Informasi Publilke Informasi Publik dan data scngketa Informasi Publididampingi oleh PPID Utam
cdukung. - Mengikuti SOP
Penyelesaian Sengketa
Informasi di Komisi Informa
Provinsi DKI Jakarta
5 |Melaporkan hasil putusan Putusan sidang ajudil 1 Hari [Nota Dinas Terkait dengan SOP Arsip

sidang terscbut kepada Atasa
PPRID Utama/ Pelaks dan
mengarsipkan putusan sidang
ajudikasi nonlitigasi
penyelesaian sengketa
Informasi Publik

nanlitigasi penyele
sengketa Informasi Publik

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

NIP196511271996031003



